
STKIP YASIKA 
JALAN KASOKANDEL TIMUR NO. 64 KASOKANDEL MAJALENGKA  

STATUTA 
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA 

 

  



2

PERATURAN PENGURUS YAYASAN SINDANG KASIH (YASIKA)
MAJALENGKATAHUN 2019

Nomor: ketua.043140/ysk/0040/VIII/2019

Tentang

STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) YASIKA MAJALENGKA

PENGURUS YAYASAN SINDANG KASIH (YASIKA) MAJALENGKA

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 100 pada
peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang
pendidikan tinggi, perlu menetapkan statuta Sekolah
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
Majalengka;

2. Surat keputusan no. : ketua.043140/ysk/0039/VII/2019
tentang tim penyusun statuta STKIP Yasika Majalengka;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada
diktum pertama perlu menyusun dan menetapkan statuta
STKIP Yasika Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru
dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional
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Pendidikan Tinggi;
10. KeputusanMenteriPendidikanNasional RI Nomor

118/D/0/2000
tentangPendirianSekolahTinggiKeguruandanIlmu
Pendidikan “Yasika” di MajalengkadanPemberian Status
Terdaftarkepada Dua Program
StudiuntukJenjangPendidikan Strata 1 (S1) di
Lingkungan STKIP YasikaMajalengka;

Memperhatikan : 1. Surat keputusan pengangkatan ketua STKIP Yasika
Majalengka nomor yasika. 043140/0038/B/IV/2019;

2. Keputusan rapat pimpinan Yayasan Bersama pelaksana
pengelola STKIP Yasika Majalengka tanggal 20 Juli
2019, tentang perumusan penetapan Standar Penjaminan
Mutu Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

:
:

:

:

:

Peraturan Pengurus Yayasan Sindang Kasih (Yasika)
Majalengka tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka;
(1) Isi Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka dicantumkan
dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan ini.

(2) Peraturan Pengurus Yayasan Sindang Kasih Majalengka
tentang Statuta STKIP Yasika Majalengka ini dapat
disebut STATUTA tahun 2019.

(1) Peraturan Pengurus Yayasan ini dapat diamandemen
atau diubah oleh Pengurus Yayasan Sindang Kasih
Majalengka setelah memperoleh pertimbangan dari
Senat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) Yasika Majalengka;

(2) Usul untuk melakukan amandemen atau perubahan yang
dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus
Yayasan Sindang Kasih Majalengka, Senat TKIP
Yasika Majalengka, dan atau ketua STKIP Yasika
Majalengka;

(1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Pengurus Yayasan
ini berlaku, Peraturan pengurus Yayasan Sindang Kasih
nomor 01/A/Senat-St/Ysk/III/2018 tentang Statuta
STKIP Yasika Majalengka dinyatakan tidak berlaku;

(2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya
peraturan pengurus Yayasan ini dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
pengurus yayasan ini;
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Pasal 4 :

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Pengurus
Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus
Yayasan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Sindang
Kasih Majalengka.

(1) Semua Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan
Peraturan Pengurus Yayasan ini harus telah diterbitkan
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan
Pengurus Yayasan ini mulai Berlaku;

(2) Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkannya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
disetujui kembali bila terdapat kesalahan dalam penetapan
ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan
diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan didalam
penetapannya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 23 Agustus 2019
Pengurus Yayasan Sindang Kasih
Majalengka
Ketua,

Hj. Lelin Farlina Dewi, M.Pd
NIDN: 0403117504
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MUKADIMAH 

 

STKIP Yasika hadir sebagai bentuk partisifasi masyarakat dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kampus ini berdiri pada tanggal 

01 Agustus 2000, di bawah naungan Yasika Majalengka. Sebagai bentuk jati 

diri STKIP Yasika ditunjukkan dalam sikap serve to serve and above for all 

STKIP Yasika yaitu: Pertama, Memiliki standar pengembangan karakter diri 

dengan istilah Simbol Baru Pendidikan Berkeadaban. Kedua, Memiliki 

Standar Pengembangan jiwa entrepreneurship, yang dijiwai semangat 

kepeloporan, kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk 

bekerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, berdasarkan 

keluhuran harkat martabat manusia dan kelestarian lingkungan hidup. 

STKIP Yasika, menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan 

mewujudkan, memelihara, mengembangkan kesatuan aspek dalam 

pendidikan yaitu; aspek afektif, aspek motorik, aspek kognitif dan aspek 

Psikomotorik. Didalam menjalankan pendidikan dan pembelajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, senantiasa memperhatikan 

etika akademik secara sungguh-sungguh, demi terwujudnya Indonesia yang 

adil dan makmur, bahagia lahir dan bathin, dengan berlandaskan pada 

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Sekolah Tinggi merupakan pusat pengembangan dan penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi, serta sebagai pusat untuk melakukan proses-proses 

transformasi ilmu pengetahuan, dan teknologi secara ilmiah dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, STKIP Yasika 

memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan proses Tri Darma Perguruan 

Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan. Dalam kedudukannya sebagai Perguruan 

Tinggi yang mandiri, STKIP Yasika merupakan bagian dari sistem pendidikan 

nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 

1945, bertujuan untuk menyiapkan peserta didik/ mahasiswa menjadi calon 

pendidik/ guru yang memiliki keunggulan, kemandirian, profesionalitas, dan 

daya saing tinggi, khususnya dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA). 

STKIP Yasika sebagai perguruan tinggi swasta yang mandiri dinaungi 

oleh Yayasan Sindang Kasih (Yasika) dan berkedudukan di kabupaten 

Majalengka provinsi Jawa Barat, tanpa kecuali, memiliki tugas dan tanggung 
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jawab yang sama untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan, khususnya di wilayah Majalengka maupun kawasan 

daerah sekitarnya, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari 

masyarakat ilmiah yang bersifat universal. 

Statuta STKIP Yasika disusun dengan fungsi sebagai pedoman dasar 

dalam merencanakan/ menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, 

mengendalikan dan meningkatkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri 

Darma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, 

peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STKIP Yasika. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Statuta STKIP Yasika, yang dimaksud dengan: 

1. Statuta STKIP Yasika, selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar 

yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan STKIP Yasika; 

2. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan 

arah pengembangan STKIP Yasika dalam bidang akademik dan non 

akademik untuk jangka waktu Dua Puluh (20) Tahun; 

3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi 

pencapain RIP untuk jangka waktu Sepuluh (10) Tahun; 

4. Rencana Operasional selanjutnya disebut Renop, adalah rumusan strategi 

pencapaian Renstra untuk jangka waktu Lima (5) Tahun; 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah 

rumusan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renop 

untuk jangka waktu Satu (1) tahun dan rincian penghasilan serta 

pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut; 

6. Yayasan Sindang Kasih (Yasika) Majalengka, selanjutnya disebut 

Yayasan adalah badan penyelenggara STKIP Yasika sebagaimana 

disahkan dengan surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU-AHA 

01.06.000.8204 Tanggal 5 Maret 2018; 

7. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Sindangkasih 

Majalengka, selanjutnya disebut STKIP Yasika adalah satuan Pendidikan 

Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

8. Senat STKIP Yasika, selanjutnya disebut Senat Yasika adalah organ 

normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang 

akademik kepada Ketua STKIP Yasika; 

9. Program Studi adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau 

sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan STKIP 

Yasika; 

10. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah 

program sarjana, yang diarahkan terutama pada kesiapan menerapkan 

keahlian bidang keguruan; 

11. Pendidikan vokasi atau profesional adalah pendidikan tinggi yang 

diarahkan pada pencapaian penerapan keahlian tertentu; 
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12. Dosen sebagai pelaksana kegiatan akademik di tingkat Program Studi 

adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan Yasika dengan tugas utama 

merencanakan dan melaksanakan proses pendidikan, pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran,  melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

13. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik yang 

diangkat dan ditetapkan Yasika dengan tugas utama memberikan 

pelayanan  di bidang administrasi akademik, umum, sarana, prasarana, 

kehumasan dan keuangan; 

14. Pengurus Yayasan adalah organ yayasan yang bertanggungjawab penuh 

atas kepengurusan Yasika Majalengka; 

15. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang dibentuk oleh 

Pimpinan Yayasan untuk melaksanakan secara langsung terkait tugas 

sehari-hari dalam penyelenggaraan STKIP Yasika; 

16. Ketua adalah pemimpin tertinggi STKIP Yasika yang berwenang 

sekaligus penanggungjawab utama pada perangkat pengambilan 

keputusan tertinggi; 

17. Wakil Ketua adalah pemimpin yang diangkat dan ditetapkan Yayasan 

untuk membantu seluruh tugas Ketua dalam merealisasikan kebijakan 

akademik dan non akademik STKIP Yasika; 

18. Ketua Program Studi adalah Pemimpin tertinggi program studi; 

19. Kepala Unit adalah pemimpin tertinggi pada setiap unit penyelenggara 

organ yang dibutuhkan STKIP Yasika dalam memudahkan pelaksanaan 

kerja akademik dan non akademik;  

20. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa pada STKIP Yasika; 

21. Pegawai adalah semua tenaga akademik dan non-akademik yang diangkat 

dan atau dipekerjakan di STKIP Yasika berdasarkan peraturan dan 

persyaratan yang berlaku pada Yasika Majalengka; 

22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dalam sistem akademik, 

Porlap Dikti dan melangsungkan proses pendidikan dan pembelajaran di 

kampus STKIP Yasika; 

23. Alumni adalah seseorang yang dinyatakan Lulus melalui rapat sidang 

Yudisium STKIP Yasika dan dipandang cakap dan cukup untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi secara mandiri dan bertanggungjawab atas keilmuannya; 
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24. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk 

mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

metodologi keilmuan secara bertanggung jawab; 

25. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh guru 

besar dan atau dosen STKIP Yasika yang memiliki otoritas dan wibawa 

ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab 

mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan atau cabang 

keilmuannya; 

26. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta metodologi keilmuan dalam 

menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan atau 

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan dan  

budaya akademik; 

27. Kurikulum Sekolah Tinggi adalah seperangkat sarana dan peraturan yang 

memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar 

kampus; 

28. Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan 

wisudawan secara formal dalam upacara sidang senat terbuka; 

29.  Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi 

dan pendidikan Republik Indonesia. 

30.  LLDIKTI IV adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV 

Provinsi Jawa Barat dan Banten. 

 

BAB II 

IDENTITAS 

 

Bagian Pertama 

Nama, Kedudukan, dan Hari Jadi 

 

Pasal 2 

1. Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Yasika disingkat STKIP Yasika adalah perguruan tinggi 

swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sindang Kasih Majalengka. 

2. Yayasan Sindang Kasih Majalengka didirikan berdasarkan akte Notaris 

Harry Soekrawinata, SH. Nomor 02 tahun 1996 tanggal 22 Juli 1996, dan 

perubahan pengurus berdasar pada Notaris Edy Haryadi Nomor 03 tanggal 
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5 Maret 2018. Yayasan ini memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum 

dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-AHA 01.06.000.8204. 

 

Pasal 3 

1. STKIP Yasika berkedudukan di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa 

Barat. 

2. STKIP Yasika didirikan pada tanggal 1 Agustus 2000 berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 118/D/0/2000 yang 

terdiri dari 2 Program Studi, yaitu: Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia; dan Program Studi Pendidikan Matematika. Hal 

tersebut diperkuat dengan diperolehnya izin dari Bupati Majalengka 

nomor 4214/2503/SOS. Pada Tahun 2005 STKIP Yasika mendapakan 

izin operasional yang pertama dengan turunnya SK Dirjen Dikti nomor 

2715/D/T/2005 tertanggal 22 Juli tahun 2005 untuk program Studi 

Pendidikan Matematika, dan nomor 3538/D/T/2005 tertanggal 14 

Oktober tahun 2005 untuk program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. 

3. Tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi STKIP Yasika. 

 

Bagian Kedua 

Dasar, Asas, Prinsip, dan Fungsi 

 

Pasal 4 

STKIP Yasika berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhineka Tunggal Ika. 

 

Pasal 5 

STKIP Yasika berasaskan pada Nilai yang menjiwai penyelenggaraan ialah 

serve to serve and above for all, melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama 

dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, berdasarkan keluhuran harkat 

martabat manusia dan kelestarian lingkungan hidup. 

 

Pasal 6 

Pengelolaan STKIP Yasika didasarkan pada prinsip: 

1. Nirlaba,  yaitu  prinsip  kegiatan  yang  bertujuan  utama  tidak  mencari 

keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Sekolah Tinggi 
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harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan 

pendidikan; 

2. Kredibel, yaitu kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan 

kepercayaan. 

3. Transparan, yaitu keterbukaan dan kemampuan Sekolah Tinggi 

menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku 

kepada pemangku kepentingan; 

4. Akuntable, yaitu kemampuan dan komitmen Sekolah Tinggi untuk 

mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada 

pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Responsif, yaitu cepat menanggapi/merespon segala kebutuhan dan 

masalah yang terjadi demi mutu layanan yang optimal. 

6. Adil, yaitu memberikan  layanan  pendidikan  formal  kepada  calon 

mahasiswa dan mahasiswa, tanpa pengecualian; 

 

Pasal 7 

STKIP Yasika merupakan institusi yang memiliki fungsi: 

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 

2. Mengembangkan sivitas akademika yang kreatif, inovatif, responsif, 

kooperatif, terampil, dan berdaya saing; 

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. 

 

Bagian Ketiga 

Lambang, Bendera, Lagu, dan Busana 

 

Pasal 8 

Lambang STKIP Yasika sebagai berikut: 
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Adapun makna lambang STKIP Yasika sebagai berikut: 

a. Segi lima dengan warna garis hitam = Sesuai dengan semangat sila 

Pancasila. 

b. Warna dasar Kuning = 

 

Lambang kesejahteraan 

c. Warna tulisan Hitam = Lambang kedalam ilmu 

pengetahuan 

d. Buku, Pena, Kujang = Memperjuangkan 

kesejahteraan bangsa dan 

negara melalui 

pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

Pasal 9 

1. STKIP Yasika memiliki bendera yang terdiri dari bidang persegi empat 

berwarna ungu. 

2. Bentuk empat persegi panjang dimaksud ayat (1) adalah dengan ukuran 

lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang. 

 

Pasal 10 

1. Lagu resmi STKIP Yasika adalah ”Hymne Yasika” dan “Mars Yasika”. 

2. Hymne Yasika diciptakan dan diaransemen pada bulan Maret 2018, oleh 

Prof. Dr. H. Cecep Sumarna, M.Ag., Lanlan Muhria, S.Pd.I., M.Pd., dan 

Enjang Epan Cahyadi, S.H yaitu sebagai berikut: 

 

 

Mentari tak pernah tenggelam 

Am   Dm       

Hadir dalam kesetiaan 

G  C        

Mengajarkan kedamaian 

F  E        

Bersama menggapai impian 

E          

 

Hati dan jiwaku ikhlas 

Am  Dm        
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Berlabu dipantai ilmuan 

G  C        

Terbangkan sayap kesucian 

F  C        

Diberanda peradaban 

 E         

 

Reff: 

Hadir dalam kecerdasan 

F  E        

Diam dalam kesadaran 

E  Am        

Bergerak meniti tujuan 

F  E        

Kebahagiaan tak terlukiskan 

E   Am       

 

Yasika... Jaya... 

Dm Am         

Simbol baru pendidikan.. 

F  E        

Berkeadaban... 

 Am         

 

3. Mars STKIP Yasika yang diciptakan dan diaransemen ulang oleh Prof. 

Dr. H. Cecep Sumarna, M.Ag., Lanlan Muhria, S.Pd.I., M.Pd., dan 

Enjang Epan Cahyadi, S.H yaitu sebagai berikut: 

 

Yasika Yayasan Sindang Kasih 

C          

Mencetak Tunas Bangsa Mandiri 

Dm   G       

Melalui Pendidikan Berkeadaban 

F   C       

Membawa Indonesia Jaya 

G   C       
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Pencetak Bangsa Unggul Mandiri 

C          

Bersama Cita Bangsa Bertaruh 

Dm   G       

Daya Saing Tinggi Unggul Dalam Prestasi 

F   C       

Dunia Pasti Kan Kugenggam 

Dm G  C       

Junjunglah-Junjunglah Watak yang Mulia 

F    C      

Melalui Profesi Pendidikan........2x 

Dm G  C       

 

Pasal 11 

STKIP Yasika memiliki busana sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku 

di Republik Indonesia, dan diatur secara khusus melalui keputusan Senat 

STKIP Yasika. 

 

BAB III 

VISI, MISI, MOTTO DAN TUJUAN 

 

Pasal 12 

Visi 

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya 

Saing dalam Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Berbasis IT di 

Tingkat Nasional Tahun 2035”. 

 

Pasal 13 

Misi 

1. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Unggul, Mandiri, 

Profesional dan Berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman 

pengetahuan pada bidang ilmu pendidikan serta bidang keguruan yang 

terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan. 

2. Meningkatkan kegiatan riset ilmiah yang mencerminkan nilai unggul, 

mandiri, profesional dan berdaya saing yang dapat dipadukan dalam 

praktek operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi STKIP Yasika yang 
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dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi baik lokal, nasional 

maupun internasional. 

3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang memiliki keunggulan, kemandirian, profesional dan daya saing. 

Sehingga STKIP Yasika mampu meningkatkan SDM di masyarakat baik 

pada tingkat lokal, regional, nasional maupun  internasional. 

4. Mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran berbasis IT untuk 

memudahkan stakeholder memakai dan memanfaatkan produk 

kependidikan yang dihasilkan STKIP Yasika. 

5. Membangun networking dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pelaksanaan 

pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan lebih dan 

daya saing kuat. 

 

Pasal 14 

Motto 

Serve to serve and above for all, yang memiliki arti melibatkan berbagai pihak 

untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, berdasarkan 

keluhuran harkat martabat manusia dan kelestarian lingkungan hidup. 

 

Pasal 15 

Tujuan 

1. Tercapainya lulusan sarjana pendidikan yang memiliki keunggulan dalam 

berbagai bidang dan berdaya saing pada tingkat lokal regional dan 

nasional sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang diselenggarakan 

pada STKIP Yasika. 

2. Tercapainya kapasitas kualitas dan kuantitas hasil-hasil penelitian yang 

memiliki keunggulan, berdaya saing serta memiliki peran dan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang keguruan 

dan ilmu pendidikan yang diselenggarakan STKIP Yasika serta 

dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi pada tingkat lokal 

dan nasional. 

3. Tercapainya kerja sama dengan multi stakeholder serta para pengguna 

lulusan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. 

4. Tercapainya pelaksanaan untuk membangun networking/jejaring dan 

kerjasama dalam kegiatan pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi yang 
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berorientasi dalam mengembangkan Perguruan/Pendidikan Tinggi yang 

memiliki keunggulan dan daya saing di masyarakat. 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

 

Bagian Pertama 

Penyelenggaraan Pendidikan 

 

Pasal 16 

1. STKIP Yasika menyelenggarakan   Tridharma   Perguruan   Tinggi   yang   

meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Pendidikan  merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

3. Penelitian merupakan kegiatan sivitas akademika yang dilakukan 

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika 

dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu  pengetahuan, teknologi, 

dan seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

Pasal 17 

Jenis dan Program Pendidikan 

1. Jenis Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan STKIP Yasika dalam setiap 

bidang ilmu, teknologi, atau seni seperti Pendidikan Matematika dan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; 

2. Program Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis Pendidikan Tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan STKIP Yasika 

yaitu pendidikan Sarjana Strata 1 (Satu); 

3. Unit pengelola program studi dapat membina dan mengembangkan 

berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan 
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tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program 

studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan 

program studi ditetapkan dalam peraturan pengurus Yasika (Yasika) 

Majalengka atas usul ketua STKIP Yasika setelah mendapat persetujuan 

senat STKIP Yasika. 

 

Pasal 18 

Kurikulum dan Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam satu program studi 

didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan 

unit pengelola program studi, diselaraskan dengan kurikulum standar 

KKNI serta selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan 

masyarakat serta tantangan masa depan (globalisasi); 

2. Kurikulum program studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin 

ilmu, teknologi, dan seni; 

3. Kurikulum meliputi Mata kuliah Penggabungan Kepribadian (MPK), 

Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian 

Berkarya (MKB), Mata Kuliah prilaku Berkarya (MPB) dan Mata Kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). 

4. Kurikulum disahkan oleh Ketua STKIP Yasika 

5. Kurikulum  ditinjau  secara  berkala  dan  komprehensif  sesuai  

kebutuhan  serta perkembangan keilmuan dan keprofesian, baik di tingkat 

nasional maupun internasional. 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan  dan  peninjauan  

kurikulum  diusulkan oleh ketua program studi untuk ditetapkan dalam 

peraturan ketua STKIP Yasika setelah mendapat persetujuan senat; 

7. Ketentuan    mengenai    implementasi    kurikulum,    tahun    akademik,    

standar penyelenggaraan pendidikan, dan syarat kelulusan diatur dalam 

Pedoman Akademik yang ditetapkan Ketua STKIP Yasika. 

 

Pasal 19 

1. Penilaian  terhadap  kegiatan  dan  kemajuan  belajar  mahasiswa  

dilakukan  secara berkala berupa ujian dan pelaksanaan tugas. 

2. Penilaian hasil belajar mahasiswa didasarkan pada prinsip-prinsip: sahih, 

objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, 

sistematis, beracuan kriteria, mendidik, dan akuntabel. 
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3. Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir 

semester, dan ujian sidang sebagai ujian akhir program. 

4. Penilaian hasil belajar dilaksanakan dengan berpedoman kepada 

ketentuan penilaian berdasarkan SNPT dan KKNI. 

5. Predikat   kelulusan   terdiri   atas   tiga   tingkatan   yaitu,   “memuaskan”,   

“sangat memuaskan” dan “dengan pujian” yang dinyatakan dalam 

transkrip akademik sesuai dengan ketentuan. 

6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan 

(4) diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Yasika. 

 

Pasal 20 

Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Transkrip 

Akademik 

1. STKIP Yasika memberikan ijazah kepada mahasiswa yang telah 

menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan 

dinyatakan lulus sesuai peraturan yang berlaku. 

2. Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris serta 

ditandatangani oleh Ketua STKIP Yasika beserta Ketua Program Studi. 

 

Pasal 21 

1. STKIP Yasika menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 

yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai 

capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan dengan 

mengacu KKNI seperti penjelasan tentang kemampuan kerja, penguasaan 

ilmu, dan sikap/moral seorang lulusan sehingga mudah dimengerti oleh 

pengguna lulusan. 

2. SKPI merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan 

ijazah dan transkrip akademik. 

3. SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris serta 

ditandatangani oleh Ketua Program Studi. 

 

Pasal 22 

1. STKIP Yasika menerbitkan Transkrip Akademik yang menjelaskan 

kelulusan, predikat kelulusan, dan daftar nilai mata kuliah yang telah 

ditempuh sesuai dengan kurikulum Program Studi yang diikuti. 

2. Transkrip Akademik merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak 

terpisahkan dengan ijazah dan SKPI. 
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3. Transkrip Akademik ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau Bahasa 

Inggris ditandatangani oleh Ketua Program Studi. 

 

Pasal 23 

1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah 

Satuan Kredit   Semester  (SKS)   yang   disyaratkan,   Indeks   Prestasi  

Kumulatif  (IPK) minimum dan mata kuliah kompetensi. 

2. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Sarjana adalah: 

a. IPK 3,00 - 3,50 Memuaskan 

b. IPK 3.51 - 3,75 Sangat Memuaskan 

c. IPK 3,76 - 4,00 Dengan Pujian 

 

Pasal 24 

Wisuda 

1. Pada akhir penyelenggaraan Program Akademik diadakan upacara wisuda 

bagi mahasiswa yang telah lulus dalam satu Program Studi. 

2. Tata cara upacara wisuda diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Yasika. 

 

Pasal 25 

Beban Belajar 

1. Pendidikan di STKIP Yasika dilaksanakan dengan menggunakan Sistem 

Kredit Semester (SKS); 

2. Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan 

semester genap) yang masing-masing terdiri dari 16 minggu; 

3. Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Mei 

tahun berikutnya; 

4. Semester adalah satuan waktu yang terkecil untuk menyatakan lamanya 

suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; 

5. Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan usaha 

kumulatif bagi program studi tertentu, serta besarnya usaha dalam 

menyelenggarakan pendidikan khusunya bagi tenaga pengajar dinyatakan 

dalam Satuan Kredit Semester (SKS); 

6. Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, diskusi, seminar, 

simposium, lokakarya dan studium general dan/atau kegiatan ilmiah 

lainnya; 

7. Setiap mahasiswa pendidikan program strata satu (S1) diwajibkan menulis 

Skripsi sebagai tugas akhir; 
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8. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 s/d 7) diatur 

di dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Ketua STKIP Yasika. 

 

Pasal 26 

Bahasa Pengantar 

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang 

diperlukan. 

3. Bahasa  daerah  dapat  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar  sepanjang  

diperlukan dalam  penyampaian  pengetahuan  dan/atau  pelatihan  

ketrampilan  bahasa  daerah yang bersangkutan. 

 

Pasal 27 

Gelar dan Penghargaan 

1. Sekolah Tinggi memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai 

dengan jenis dan jenjang pendidikan yang diikutinya. 

2. Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua 

persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan 

dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Gelar diberikan dalam bahasa Indonesia. 

4. Penulisan gelar mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Sekolah Tinggi dapat mencabut gelar yang telah diberikan apabila di 

kemudian hari yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran 

akademik berat dalam proses meraih gelar tersebut sebagaimana diatur 

dalam peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 28 

1. Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan 

dan/atau institusi yang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang 

akademik dan/atau non akademik, menunjukkan kesetiaan yang tinggi, 

atau sangat berjasa untuk kehidupan dan kemajuan Sekolah Tinggi 

dan/atau masyarakat. 

2. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam, 

lencana, uang, benda, atau bentuk lainnya. 
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Pasal 29 

1. Penghargaan  terhadap  dosen  dan  tenaga  kependidikan  Sekolah Tinggi  

disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan. 

2. Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada anggota 

masyarakat yang telah berjasa  terhadap  pembangunan  dan  

pengembangan  Sekolah Tinggi  dan/atau masyarakat. 

3. Syarat-syarat,  bentuk,  sistem  penilaian,  dan  tata  cara  penyerahan  

penghargaan diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi. 

 

Pasal 30 

1. Sekolah Tinggi dapat memberikan gelar kehormatan atau Honoris Causa 

(H.C.) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

2. Pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Penelitian 

 

Pasal 31 

Arah dan Tujuan 

1. Penelitian di STKIP Yasika diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 

2. Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh sivitas 

akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau bersama mahasiswa di 

STKIP Yasika harus mengacu pada road map penelitian yang telah 

ditetapkan. 

 

Pasal 32 

Penelitian yang dikembangkan oleh STKIP Yasika bertujuan: 

1. Mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni serta untuk memperkaya bahan 

ajar dan khasanah keilmuan; 

2. Meningkatkan kemandirian, daya saing, kemajuan, kesejahteraan, dan 

mutu kehidupan manusia; 

3. Memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional; 
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4. Meningkatkan mutu Sekolah Tinggi sehingga lebih bermanfaat bagi 

masyarakat; 

5. Meningkatkan peran STKIP Yasika dalam pemberdayaan masyarakat 

menuju masyarakat mandiri dan berpengetahuan. 

 

Pasal 33 

Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Penelitian 

1. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, 

interdisiplin, dan multidisiplin. 

2. Penelitian  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dapat  dilaksanakan  secara  

mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun 

dunia usaha baik secara nasional maupun internasional sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku. 

3. Hasil penelitian harus disebarluaskan dengan  cara  diseminarkan,  

dan/atau dipublikasikan, didaftarkan HKI-nya kecuali hasil penelitian 

yang bersifat rahasia atau dikhawatirkan dapat 

mengganggu/membahayakan kepentingan umum. 

4. Hasil penelitian harus diintegrasikan dengan pembelajaran dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Dana untuk penelitian berasal dari STKIP Yasika atau institusi lain seperti 

pemerintah, badan usaha, dan lembaga-lembaga penelitian berdasarkan 

kerjasama dengan STKIP Yasika. 

6. STKIP Yasika berhak menggunakan pendapatan yang berasal dari 

kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan 

STKIP Yasika yang dikelola berdasarkan pengelolaan keuangan yang 

berlaku. 

7. Semua kegiatan penelitian di STKIP Yasika berada di bawah 

koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). 

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dalam Pedoman 

Penelitian yang ditetapkan oleh Ketua STKIP Yasika. 

 

Pasal 34 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau bersama mahasiswa 

dapat didaftarkan atas nama STKIP Yasika kepada Kementrian Hukum dan 

HAM untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. 
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Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat 

 

Pasal 35 

Arah dan Tujuan 

1. Penyelenggaraan  pengabdian  kepada  masyarakat  diarahkan  untuk  

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan motivasi 

swadaya masyarakat sehingga mampu hidup mandiri. 

2. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di 

STKIP Yasika harus mengacu pada peta jalan (road map) pengabdian 

yang telah ditetapkan. 

3. Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 

a. Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai hasil 

penelitian yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 

b. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan; 

c. Pendampingan  masyarakat  dalam  memecahkan  permasalahan  yang  

dihadapi serta bantuan dalam melaksanakan pembangunan. 

 

Pasal 36 

Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Pengabdian pada Masyarakat 

1. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan 

secara mandiri atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain atas 

dasar kepentingan bersama dan kepentingan umum. 

2. Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan  dalam 

berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, 

dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya 

masyarakat. 

3. Hasil pengabdian pada masyarakat harus disebarluaskan dengan cara 

diseminarkan atau dipublikasikan dan/atau didaftarkan untuk 

mendapatkan HaKI dengan membawa nama STKIP Yasika. 

 

Pasal 37 

1. Dana untuk pengabdian kepada masyarakat berasal dari STKIP Yasika 

atau institusi lain seperti pemerintah, badan usaha, dan lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat berdasarkan kerjasama dengan STKIP Yasika. 

2. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai 
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pengayaan bahan ajar, pengembangan ilmu, teknologi dan seni atau 

pematangan sivitas akademika. 

3. Semua bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berada di bawah 

koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). 

4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengabdian  kepada  masyarakat  

diatur  dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan 

oleh Ketua STKIP Yasika. 

 

BAB V 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Bagian Pertama 

Dosen 

 

Pasal 38 

1. Dosen STKIP Yasika, terdiri dari dosen tetap, Dosen Biasa, dosen luar 

biasa, dan dosen tamu; 

2. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dan ditempatkan 

sebagai tenaga penuh waktu pada Sekolah Tinggi serta dosen yang 

diangkat oleh  Pemerintah dan dipekerjakan sebagai tenaga tetap pada 

Sekolah Tinggi 

3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus 

sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Sekolah Tinggi 

4. Dosen biasa, adalah dosen tetap PNS yang dipekerjakan dan dosen tetap 

yayasan yang diangkat oleh Yayasan Sindang Kasih (Yasika) atas usul 

Ketua STKIP Yasika; 

5. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada STKIP 

Yasika; 

6. Dosen tamu adalah perseorangan yang diundang dan diangkat untuk 

menjadi dosen pada Sekolah Tingi Keguruan dan Ilmu pendidikan 

(STKIP) Yasika Majalengka selama jangka waktu tertentu; 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi 

manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan STKIP 

Yasika diusulkan oleh ketua STKIP Yasika kepada pengurus Yayasan 

sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat 

STKIP Yasika; 
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Pasal 39 

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, 

Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor. 

2. Seluruh dosen wajib memiliki jabatan akademik. 

3. Dosen tetap wajib memiliki sertifikat pendidik. 

4. Wewenang  dan  tata  cara  pengangkatan  jabatan  akademik  mengikuti  

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 40 

1. Penetapan seorang dosen menjadi guru besar mengikuti prosedur dan 

persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Untuk  dapat  diusulkan  menjadi  guru  besar,   seorang  dosen  harus  

mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi. 

3. Guru besar ditetapkan oleh Menteri atas usul Ketua Sekolah Tinggi. 

4. Pengukuhan guru besar dilakukan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi. 

5. Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang 

bersangkutan berstatus dosen. 

 

Pasal 41 

1. Kewajiban Dosen STKIP Yasika antara lain: 

a. Mewujudkan visi, misi dan Tujuan STKIP Yasika; 

b. Membina dan mengembangkan STKIP Yasika; 

c. Meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan 

hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam 

kerangka peningkatan martabat manusia; 

d. Memiliki cita-cita akademik dan non akademik yang unggul, mandiri, 

profesional dan berdaya saing; 

e. Mengintegrasikan kompetensi diri sesuai dengan rumpun keilmuan 

demi mewujudkan iklim akademik yang unggul, mandiri, profesional 

dan berdaya saing; 

f. Menjunjung tinggi martabat manusia dan lingkungan hidup; 

g. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, 

teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta 

pengabdian kepada masyarakat secara profesional. 
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2. Hak Dosen STKIP Yasika antara lain: 

a. Memperoleh penghasilan tetap bulanan dengan jumlah besaran sesuai 

dengan kesepakatan dengan Pengurus Yayasan Sindang Kasih 

(Yasika) selaku pemegang kewenangan; 

b. Memperoleh promosi dan penghargaan atas dasar prestasi akademik 

dan/atau non akademik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi bidang 

akademik melalui studi lanjutan; 

d. Memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan 

otonomi keilmuan; 

e. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi 

kemasyarakatan; 

f. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; 

g. Mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual; 

h. Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana 

STKIP Yasika demi kelancaran pelaksanaan perkerjaan; 

i. Mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. 

 

Bagian Kedua 

Tenaga Kependidikan 

 

Pasal 42 

1. Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak 

langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian 

serta pengabdian kepada masyarakat; 

2. Tenaga Kependidikan terdiri atas: 

a. Tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat 

perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak 

tertentu; 

b. Tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang 

membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka 

waktu tertentu; 

 

Pasal 43 

1. Kewajiban Tenaga Kependidikan STKIP Yasika antara lain: 

a. Mewujudkan Identitas, Visi, dan Misi STKIP Yasika; 
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b. Membina dan mengembangkan STKIP Yasika yang unggul, mandiri, 

profesional dan berdaya saing; 

c. Melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional; 

d. Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban menjaga memelihara 

ketertiban, keamanan, ketelitian dan kelancaran dalam pelaksanaan 

tugas di STKIP Yasika; 

e. Setiap Tenaga Kependidikan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 

tugas, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga akademik dalam 

menjalankan fungsi dan tujuan STKIP Yasika. 

2. Hak Tenaga Kependidikan STKIP Yasika antara lain: 

a. Memperoleh penghasilan tetap bulanan dengan jumlah besaran sesuai 

dengan kesepakatan dengan Pengurus Yayasan Sindang Kasih 

(Yasika)  selaku pemegang kewenangan; 

b. Memperoleh promosi dan penghargaan atas dasar prestasi akademik 

dan/atau non akademik 

c. Memperoleh kesempatan pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; 

e. Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana 

STKIP Yasika demi kelancaran pelaksanaan perkerjaan; 

f. Mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. 

 

Bagian Ketiga 

Pengangkatan dan Pembinaan Dosen serta Tenaga Kependidikan 

 

Pasal 44 

1. Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Yayasan 

berdasarkan usul Ketua Sekolah Tinggi. 

2. Pengembangan jumlah tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan 

disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan Sekolah Tinggi; 

3. Pengangkatan  dosen  dan  tenaga  kependidikan  dilakukan  melalui  

seleksi  yang berkualitas sehingga mendapatkan tenaga yang andal dan 

profesional. 
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4. Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 

diselenggarakan oleh Ketua STKIP Yasika 

5. Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang 

berprestasi diberikan pada setiap tahun; 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan 

karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga 

kependidikan ditetapkan oleh pengurus Yayasan atas usul Ketua STKIP 

Yasika, sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh 

Senat STKIP Yasika, dan kebijakan non akademik yang ditetapkan oleh 

Pengurus Yayasan. 

 

BAB VI 

MAHASISWA DAN ALUMNI 

 

Bagian Pertama 

Mahasiswa 

 

Pasal 45 

1. Mahasiswa STKIP Yasika adalah peserta didik yang terdaftar di STKIP 

Yasika dan merupakan bagian dari sivitas akademik yang terdaftar di 

dalam Porlap Dikti; 

2. Untuk  menjadi  mahasiswa  seseorang  harus  memenuhi  persyaratan  

yang  telah ditetapkan dan lulus seleksi masuk. 

3. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi ini 

setelah memenuhi persyaratan tambahan dan prosedur tertentu yang diatur 

oleh Menteri. 

 

Pasal 46 

1. Ketua Sekolah Tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi 

penerimaan mahasiswa baru. 

2. Penerimaan  mahasiswa  baru  diselenggarakan  dengan  tidak  

membedakan  jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan 

tingkat kemampuan ekonomi. 

3. Prosedur dan proses tata cara penerimaan serta syarat-syarat penerimaan 

mahasiswa baru ditetapkan oleh Peraturan Ketua Sekolah Tinggi. 

4. Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan 

tinggi lain selama mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai 
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peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Sekolah Tinggi  dapat  menerima  mahasiswa  warga  negara  asing  selama  

mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku. 

6. Sekolah Tinggi memberi kesempatan kepada seorang yang memiliki 

keterbatasan fisik (difabel) untuk menjadi mahasiswa selama yang 

bersangkutan lulus seleksi. 

 

Pasal 47 

1. Hak Mahasiswa : 

a. Menggunakan kebebasan akademik, Mimbar akademik secara, 

bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek tata nilai dan norma 

akademik untuk membuat dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan 

susila, yang berlaku di STKIP Yasika; 

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik 

sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya; 

c. Memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di STKIP Yasika dalam 

melancarkan proses pendidikan dan pembelajaran; 

d. Mendapat bimbingan akademik dari dosen yang bertanggung jawab 

atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya; 

e. Memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan 

program studi yang diikutinya dengan persyaratan yang berlaku; 

f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan dan 

sesuai dengan persyaratan yang berlaku di STKIP Yasika; 

g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

h. Memanfaatkan sumber daya STKIP Yasika melalui perwakilan/ 

organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat dan 

tata kehidupan bermasyarakat; 

i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atas program studi lainnya bila mana 

memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi 

yang hendak dimulai dan bilamana daya tampung perguruan tinggi 

atau program studi yang bersangkutan memungkinkan; 

j. Ikut serta secara aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di 

STKIP Yasika; 

k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 
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2. Kewajiban Mahasiswa: 

a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi 

mahasiswa yang mendapat keringanan khususnya dari seluruh 

kewajiban sesuai dengan pedoman yang berlaku; 

b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STKIP 

Yasika; 

c. Menghormati tenaga dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan 

STKIP Yasika; 

d. Ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan 

keamanan serta kenyamanan kampus STKIP Yasika; 

e. Menghargai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta seni; 

f. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional Indonesia; 

g. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater STKIP Yasika. 

3. Dalam melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua 

STKIP Yasika atas persetujuan Senat STKIP Yasika. 

 

Bagian Kedua 

Organisasi Kemahasiswaan 

 

Pasal 48 

1. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Imu Pendidikan 

(STKIP) Yasika Majalengka adalah wahana dan sarana, pengembangan 

diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendikiawanan serta integritas kepribadian manusia yang cerdas 

berdasarkan prinsip dan hakikat kemanusiaan. 

2. Bentuk dan Struktur: 

a. Ditingkat Sekolah Tinggi meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM-STKIP 

Yasika) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-STKIP Yasika)), 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diusulkan sesuai dengan 

kebutuhan bersama; 

b. Ditingkat Program Studi meliputi Himpunan Mahasiswa Program 

Studi (HiMa); 

3. Kedudukan: 

a. BEM dan DPM, serta UKM berkedudukan di tingkat STKIP dan 

merupakan kelengkapan non struktural; 
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b. HiMa Program Studi berkedudukan di tingkat Program Studi dan 

merupakan kelengkapan non struktural program studi. 

4. Tugas Pokok: 

a. DPM STKIP Yasika merupakan perwakilan dari HiMa Prodi, dan 

UKM yang ada di STKIP Yasika yang mempunyai tugas pokok 

menetapkan garis-garis besar Pedoman Organisasi Kemahasiswaan 

(POK), menilai program dan pelaksanaan tugas kerja BEM, serta 

memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan STKIP terkait 

pencapaian visi, misi, dan tujuan STKIP Yasika; 

b. BEM STKIP Yasika mempunyai tugas pokok merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler terutama yang bersifat 

penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis besar program yang 

diterapkan dalam POK oleh DPM STKIP Yasika, serta memberikan 

pendapat, saran kepada pimpinan STKIP Yasika terutama yang 

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan 

pendidikan tinggi; 

c. HiMa Prodi mempunyai tugas pokok kegiatan ekstra, kulikuler yang 

bersifat penalaran dan  keilmuan sesuai dengan potensi yang ada pada 

setiap program studi; 

d. UKM, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengembangan seluruh minat dan bakat mahasiswa STKIP Yasika 

tanpa diskriminasi, hingga menjadi mahasiswa yang unggul dan 

memiliki daya saing tinggi. 

5. Fungsi: 

a. DPM berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan 

menyalurkan anspirasi mahasiswa melalui penetapan, garis garis besar 

program organisasi kemahasiswaan; 

b. BEM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan dan 

melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra kulikuler 

terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan; 

c. HiMa prodi berfungsi sebagai wahana, pelaksanaan kegiatan ekstra 

kulikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program 

studi yang ditempuhnya; 

d. UKM berfungsi untuk membina, menyalurkan, mengembangkan  

minat dan bakat seluruh mahasiswa agar menjadi unggul dan memiliki 

daya saing yang tinggi. 
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6. Keanggotaan dan kepengurusan: 

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 

1) Keanggotaan DPM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif 

mengikuti kegiatan pendidikan di STKIP Yasika serta terpilih untuk 

mewakili UKM, HiMa Prodi melalui tata tertib yang berlaku; 

2) Kepengurusan DPM minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, 

bendahara dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam bidang 

Internal dan bidang ekternal, serta komisi komisi yang dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan; 

3) Masa kerja kepengurusan DPM dijabat selama satu tahun dan ketua 

tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya; 

4) Tata kerja kepengurusan DPM akan ditetapkan oleh rapat anggota 

DPM; 

5) Kepengurusan DPM harus disahkan oleh Ketua STKIP Yasika; 

6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus DPM 

bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Yasika melalui wakil 

Ketua III Bidang Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Yasika; 

1) Keanggotaan BEM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif 

mengikuti kegiatan pendidikan di STKIP Yasika yang dipilih 

berdasarkan POK yang ditetapkan; 

2) Kepengurusan BEM minimal terdiri dari Presiden Mahasiswa, 

Sekretaris Presiden, Bendahara dan Ketua Bidang Internal serta 

Bidang Eksternal; 

3) Masa kerja kepengurusan BEM dijabat satu tahun dan Ketua tidak 

dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya; 

4) Tata tertib kepengurusan BEM disesuaikan dengan POK STKIP 

Yasika; 

5) Kepengurusan BEM disahkan oleh Ketua STKIP Yasika; 

6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM 

bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Yasika. 

c. Himpunan Mahasiswa Prodi (HiMa-Prodi); 

1) Keanggotaan HiMa Prodi terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan 

aktif mengikuti kegiatan pendidikan di prodi yang bersangkutan; 

2) Kepengurusan HiMa Prodi minimal terdiri dari ketua merangkap 

anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus 

lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku; 
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3) Masa kerja kepengurusan HiMa Prodi hanya satu tahun dan Ketua 

tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya; 

4) Tata tertib kepengurusan HiMa Prodi ditetapkan melalui POK-

STKIP Yasika; 

5) Kepengurusan HiMa Prodi disahkan oleh Ketua program studi yang 

bersangkutan; 

6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pengurus 

HiMa bertanggung jawab langsung kepada Ketua Prodi. 

 

Pasal 49 

1. Kegiatan organisasi kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra 

kulikuler meliputi: 

a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa; 

b. Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa; 

c. Perbaikan kesejahteraan mahasiswa; 

d. Bakti sosial mahasiswa; 

e. pengabdian mahasiswa. 

2. Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat 

persetujuan Ketua STKIP Yasika, minimal melalui wakil Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama; 

 

Bagian Ketiga 

Alumni 

 

Pasal 50 

1. Alumni adalah semua tamatan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pandidikan (STKIP) Yasika Majalengka; 

2. Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni 

dalam upaya menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan Pendidikan 

STKIP Yasika dapat dibentuk Organisasi Ikatan Alumni STKIP Yasika; 

3. Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangganya; 

4. Pembentukan organisasi Ikatan Alumni STKIP Yasika, disahkan dengan 

Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika. 
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BAB VII 

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK 

 

Pasal 51 

1. Kode etik adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan dalam 

melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari bagi dosen, mahasiswa dan 

tenaga kependidikan. 

2. Kode etik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berisikan prinsip-prinsip 

moral yang berfungsi menjaga Sekolah Tinggi dari perilaku menyimpang 

yang dapat mengganggu pencapaian tujuan STKIP Yasika. 

 

Pasal 52 

1. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi 

menjunjung tinggi etika akademik. 

2. Etika akademik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan nilai-

nilai universal yang diterapkan dalam masyarakat akademik seperti 

kejujuran, keterbukaan, obyektifitas, saling menghormati dan tidak 

berlaku diskriminatif. 

3. Etika  akademik  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  bagi  

dosen  dan mahasiswa sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku 

dalam kegiatan akademik yang  meliputi  pembelajaran,  ujian,  

pembimbingan,  penelitian,  penulisan  karya ilmiah, publikasi, dan 

penggunaan gelar akademik. 

 

Pasal 53 

1. Kode Etik dan Etika Akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua 

Sekolah Tinggi. 

2. Untuk penegakan kode etik dan etika akademik yang dimaksud ayat 

(1) dibentuk Badan Kehormatan yang diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi. 

 

BAB VIII 

PENGHARGAAN DAN SANKSI 

 

Pasal 54 

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan 

terhadap STKIP Yasika kepada warga atau unsur organisasi yang telah 
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menunjukan kesetiaan, prestasi, atau telah melakukan kerjasama dengan 

sekolah tinggi, dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan; 

2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau 

jasa yang disumbangkan; 

3. Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dapat berupa 

piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa. 

 

Pasal 55 

1. Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa STKIP Yasika yang melanggar 

kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, maka akan 

dikenai sanksi; 

2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Perintah lisan; 

d. Penundaan kenaikan gaji berkala; 

e. Penundaan kenaikan pangkat; 

f. Penurunan pangkat/jabatan; 

g. Pembebasan tugas; 

h. Pemberhentian. 

3. Sanksi yang dikeluarkan kepada mahasiswa dapat berupa : 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Peringatan keras; 

d. Penundaan pemberian ijazah; 

e. Pembatasan nilai akademik; 

f. Lamanya, mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu; 

g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa. 

4. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2), dan (3) di atas diatur dengan 

Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika yang diambil dalam rapat Senat 

STKIP Yasika, kemudian mendapatkan persetujuan dari Yayasan Sindang 

Kasih (Yasika) Majalengka. 
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BAB IX 

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, 

DAN OTONOMI KEILMUAN 

 

Bagian Pertama 

Kebebasan Akademik 

 

Pasal 56 

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas 

akademika di lingkungan Sekolah Tinggi untuk secara bertanggung 

jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan 

pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 

kesenian. 

2. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik 

yang memungkinkan dosen atau tenaga ahli dari luar Sekolah Tinggi 

menyampaikan pikiran dan pendapat di Sekolah Tinggi sesuai dengan 

norma dan kaidah keilmuan. 

 

Pasal 57 

1. Sekolah Tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas 

akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi 

pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), setiap sivitas akademika harus mengupayakan 

agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan 

akademik Sekolah Tinggi sesuai norma dan kaidah keilmuan. 

3. Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana 

dimaksud ayat (1), pimpinan Sekolah Tinggi dapat mengijinkan 

penggunaan sumberdaya Sekolah Tinggi, sepanjang kegiatan tersebut 

tidak merugikan pihak lain atau semata-mata untuk memperoleh 

keuntungan pribadi atau pihak lain. 
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Bagian Kedua 

Kebebasan Mimbar Akademik 

 

Pasal 58 

1. Sekolah Tinggi memberikan kebebasan mimbar akademik kepada guru 

besar, dosen, atau cendekiawan yang memiliki reputasi, otoritas, dan 

wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka secara bertanggung  

jawab  mengenai bidang  ilmunya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah 

keilmuan. 

2. Dalam   melaksanakan   kebebasan   mimbar   akademik,   setiap   anggota   

sivitas akademika berkewajiban : 

a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu 

akademik Sekolah Tinggi; 

b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi 

masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; 

c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta 

akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; 

d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai 

agama, nilai etika, dan kaidah akademik dan tidak melanggar hukum 

serta tidak mengganggu kepentingan umum. 

3. Kebebasan  mimbar  akademik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  

merupakan kebebasan untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan 

menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian 

sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan 

pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. 

4. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) : 

a. Merupakan tanggung jawab pribadi yang terlibat; 

b. Menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi, atau unit organisasi di 

dalam Sekolah Tinggi, apabila  Universitas  atau  unit  organisasi  

tersebut  secara  resmi terlibat  dalam pelaksanaannya; dan 

c. Terbebas dari kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Bagian Ketiga 

Otonomi Keilmuan 

 

Pasal 59 

Otonomi  keilmuan  adalah  kegiatan  keilmuan  yang  berpedoman  kepada  

norma  dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas 

akademika. 

 

Pasal 60 

1. Sekolah Tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas 

akademika melaksanakan   otonomi   keilmuan   secara   bertanggung   

jawab   sesuai   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

dilandasi etika dan norma/ kaidah keilmuan. 

2. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada 

kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang 

bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan,  

dan/atau  mempertahankan  kebenaran  menurut  kaidah keilmuannya 

untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni; 

 

BAB X 

PENGELOLAAN SEKOLAH TINGGI 

 

Bagian Kesatu 

Otonomi Pengelolaan Sekolah Tinggi 

 

Pasal 61 

1. Sekolah Tinggi mengelola otonomi bidang akademik yang meliputi 

penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

2. Sekolah Tinggi mengelola  otonomi  bidang  non  akademik  yang  

meliputi  penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan 

bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan 

prasarana. 
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Bagian Kedua 

Tata Kelola Sekolah Tinggi 

 

Pasal 62 

Sarana dan Prasarana 

1. Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan 

STKIP Yasika, ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Sindang Kasih (Yasika) 

Majalengka, atas usulan Ketua STKIP Yasika; 

2. Tata Pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana 

pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku 

berbagi pengelolaan kekayaan negara; 

3. Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak berasal dari dana 

pemerintah, diatur oleh Ketua STKIP Yasika atas persetujuan Pengurus 

Yayasan Sindang Kasih (Yasika) Majalengka; 

4. Kekayaan STKIP Yasika, diluar sarana dan prasarana pendidikan 

pengelolaannya diatur dengan keputusan Yayasan Sindang Kasih (Yasika)  

Majalengka; 

5. Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan untuk Ketua STKIP 

Yasika untuk memperoleh dana guna menunjang dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi sekolah tinggi diatur dengan keputusan Yayasan Sindang Kasih 

(Yasika) Majalengka 

6. Pengadaan  sarana  dan  prasarana  dilakukan  secara  transparan  dan  

bertanggung jawab sesuai prinsip tata kelola yang baik. 

7. Sarana dan prasarana hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Pasal ini berstatus sebagai aset milik Yayasan. 

 

Pasal 63 

1. Ketua Sekolah Tinggi mengatur dan menyelenggarakan sistem 

pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi berdasarkan prinsip tata 

kelola yang baik. 

2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang 

berasal dari bantuan Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 

3. Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi didayagunakan secara optimal untuk 

mendukung pengembangan aset intelektual anggota sivitas akademika. 

4. Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan Sekolah Tinggi guna 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan 
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peraturan Ketua Sekolah Tinggi. 

5. Setiap unit kerja yang ada di Sekolah Tinggi berkewajiban mengelola, 

memanfaatkan, dan  merawat  sarana dan parasarana  yang  ada pada 

lingkungan unit  kerja  yang bersangkutan secara bertanggung jawab. 

 

Pasal 64 

Pembiayaan dan Anggaran 

1. Sekolah Tinggi memiliki kewenangan untuk mengelola pendanaan secara 

mandiri, transparan, dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada 

Peraturan Yayasan. 

2. Seluruh pembiayaan penyelengaraan otonomi perguruan tinggi dikelola 

melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi 

(RAPBST). 

 

Pasal 65 

1. Pembiayaan STKIP Yasika berasal dari: 

1) Yayasan Pendidikan Sindang Kasih Majalengka; 

2) Mahasiswa melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah; 

3) Bentuk pemerintah; 

4) Masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan; 

5) Usaha-usaha lain yang syah; 

6) Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun luar negeri. 

2. Ketua Yasika membentuk Panitia Anggaran yang bertugas menyusun 

Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan STKIP 

Yasika atas usulan Ketua STKIP Yasika; 

3. Ketua STKIP berkewajiban menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran 

dan Pendapatan STKIP kepada senat STKIP setiap tahunnya untuk 

dibahas dan selanjutnya diusulkan kepada Yayasan Sindang Kasih 

(Yasika) Majalengka untuk mendapat pengesahan; 

4. Ketua STKIP Yasika berkewajiban setiap tahun menyampaikan laporan 

atas realisasi Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah Tinggi kepada Yasika Majalengka, melalui Senat STKIP Yasika. 

 

Pasal 66 

Prinsip pengelolaan anggaran Sekolah Tinggi dilakukan berdasarkan, pada: 

a. Akuntabilitas; 

b. Profesional; 



STATUTA | 37  

 

c. Keterbukaan; 

d. Proporsional; 

e. Efektif dan efisien; dan 

f. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 

Pasal 67 

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekolah Tinggi disusun berdasarkan 

RKT Pengguna Anggaran. 

2. RKT Sekolah Tinggi yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

penyusunan RAPBST. 

3. Ketua Sekolah Tinggi mengajukan RAPBST kepada Yayasan sebelum 

tahun akademik yang sedang berjalan berakhir. 

4. Yayasan menetapkan RAPBST yang dimaksud pada ayat (3) menjadi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi (APBST). 

 

Pasal 68 

Pengajuan RAPBST diantar dengan Nota Pengantar Keuangan paling sedikit 

memuat: 

a. Evaluasi pelaksanaan APBST tahun sebelumnya; 

b. Kebijakan umum dan operasional; 

c. Rencana kerja tahunan disertai indikator kinerja; 

d. Rencana penerimaan dan belanja Sekolah Tinggi untuk tahun berjalan; 

e. Asumsi yang dipakai dalam menyusun APBST. 

 

Pasal 69 

1. APBST dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman pengelolaan 

keuangan yang ditetapkan Yayasan. 

2. Seluruh pelaksanaan APBST dilaporkan sebagai pertanggungjawaban 

Sekolah Tinggi yang disusun dengan prinsip transparan dan akuntabilitas. 

 

Pasal 70 

1. Audit anggaran dapat dilakukan secara internal dan eksternal; 

2. Audit internal dilakukan oleh LPM dan audit secara eksternal dilakukan 

oleh auditor mandiri atas penugasan Yayasan. 
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Bagian Ketiga 

Akuntabilitas Publik 

 

Pasal 71 

1. Akuntabilitas publik Sekolah Tinggi diwujudkan melalui pencapaian 

pelaksanaan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi, pencapaian target 

kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan,   dan   pencapaian   Standar   

Nasional   Pendidikan   Tinggi   serta   standar Pendidikan Tinggi, melalui 

Lembaga Penjaminan Mutu yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi. 

2. Akuntabilitas publik sebagaimana diatur pada ayat (1) dibuat dalam 

bentuk Laporan penggunaan anggaran setiap kegiatan kepada unsur 

sivitas akademika atau laporan tahunan Sekolah Tinggi yang 

disampaikan oleh Ketua kepada Yayasan. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan tahunan Sekolah Tinggi 

sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Yayasan. 

 

BAB XI 

ORGANISASI SEKOLAH TINGGI 

 

Bagian Kesatu 

Badan Penyelenggara 

 

Pasal 72 

1. Badan penyelenggara STKIP Yasika adalah Yayasan Sindang Kasih; 

2. Organ pokok Yayasan meliputi Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus. 

 

Pasal 73 

1. Yayasan sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi memiliki wewenang: 

a. Menetapkan kebijakan lembaga dan statuta STKIP Yasika; 

b. Menetapkan pendirian dan pengembangan pendidikan secara 

berkelanjutan; 

c. Menetapkan usulan Ketua dan wakil-wakilnya atas usulan senat dan 

ketentuan lainnya yang berlaku dalam peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku; 

d. Membina dan mengesahkan usulan Ketua STKIP Yasika yang 

menyangkut perencanaan tahunan anggaran, tenaga Dosen dan tenaga 

Kependidikan serta pengembangan sarana prasaran; 
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e. Menetapkan struktur organisasi STKIP Yasika yang personalianya 

atas usulan Ketua STKIP Yasika dengan memperhatikan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

f. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban Ketua STKIP 

Yasika; 

g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar; 

h. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap yayasan, tenaga 

kependidikan dan/atau tenaga administrasi tetap yayasan, serta tenaga 

lain yang diperlukan lembaga atas usul Ketua STKIP Yasika; 

i. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 

pengadaan Sarana dan prasarana kampus dengan memperhatikan 

usul/pendapat dari BPH, Senat lembaga dan Ketua STKIP Yasika; 

j. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga tetap yayasan dengan 

memperhatikan pendapat unsur-unsur penting di STKIP Yasika. 

 

Pasal 74 

Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak dibenarkan menduduki 

jabatan pada badan pengelola Sekolah Tinggi. 

 

Pasal 75 

1. Badan Pelaksana Harian, selanjutnya disingkat BPH STKIP Yasika adalah 

badan yang dibentuk oleh Pimpinan Yayasan untuk melaksanakan fungsi 

dan tugas pembinaan harian badan penyelenggara. 

2. Anggota dan Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) diangkat dan 

diberhentikan oleh pengurus Yasika Majalengka; 

3. Badan Pelaksana Harian (BPH) STKIP Yasika terdiri dari unsur tokoh 

pendidikan tinggi sebanyak 3 (Tiga) orang, dan unsur tokoh masyarakat 

sebanyak 4 (Empat) orang. 

4. Masa kerja Badan Pelaksana Harian (BPH) disesuaikan dengan masa kerja 

Pimpinan STKIP Yasika. 

5. Badan Pelaksana Harian (BPH) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan berperan aktif sebagai 

penasehat dan pengawas. 

b. Memberikan pertimbangan kepada ketua dan senat dalam hal 

kepemimpinan, penyelenggaraan dan pengembangan STKIP Yasika. 
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Bagian Kedua 

Badan Pengelola Sekolah Tinggi 

 

Pasal 76 

1. Badan Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas unsur: 

a. Penyusun Kebijakan; 

b. Pelaksana Akademik; 

c. Pengawasan dan Penjaminan Mutu; 

d. Penunjang Akademik; 

e. Pelaksana Administrasi 

f. Pelaksana Teknis 

2. Bagan Organisasi Sekolah Tinggi tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini. 

 

Pasal 77 

1. Penyusun Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. Pimpinan Sekolah Tinggi; 

b. Senat Sekolah Tinggi ; 

2. Pimpinan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri 

atas : 

a. Ketua 

b. Wakil- Wakil Ketua 

c. Kepala Staff 

3. Senat Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Dua (2) orang Anggota Badan Pelaksana Harian (BPH); 

b. Ketua STKIP Yasika; 

c. Unsur Wakil-Wakil Ketua; 

d. Kepala Staff; 

e. Satu (1) orang Ketua-Ketua Program Studi. 

f. satu (1) orang unsur dosen tetap dari masing-masing Program Studi; 

 

 

Pasal 78 

1. Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, 

terdiri dari : 
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a. Program Studi; 

b. Laboratorium Bahasa dan Komputer; 

c. Praktikum Pembelajaran  (micro teaching).  

d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). 

 

Pasal 79 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

74 ayat  (1) huruf c, terdiri atas: 

a. Satuan Pengawasan Internal (SPI); 

b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 

 

Pasal 80 

Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf 

d, terdiri atas: 

a. Unit Perpustakaan; 

b. Unit Microteaching; 

 

Pasal 81 

Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf 

e, terdiri atas: 

a. Sub. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni; 

b. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; 

c. Sub. Bagian Administrasi Keuangan; 

d. Sub. Bagian Administrasi Sarana dan Pra Sarana; 

e. Sub. Bagian Public Relation dan kerjasama. 

 

Pasal 82 

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f, 

terdiri atas: 

a. Perpustakaan; 

b. IT dan Komputer; 

c. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru; dan 

d. Teknis Lainnya sesuai kebutuhan. 
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Bagian Ketiga 

Ketua dan Wakil Ketua 

 

Pasal 83 

1. Ketua merupakan organ Sekolah Tinggi yang memimpin pengelolaan 

STKIP Yasika dan bertanggung jawab atas keberadaan dan kemajuan 

STKIP Yasika. 

2. Dalam menjalankankan tugasnya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua. 

 

Pasal 84 

Masa jabatan Ketua adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali untuk (satu) kali masa jabatan. 

 

Pasal 85 

1. Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk Wakil Ketua 

I untuk melaksanakan tugas harian. 

2. Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Yayasan menetapkan salah satu 

Wakil Ketua sebagai pelaksana tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya 

Ketua yang definitif. 

3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat 

pertimbangan Senat STKIP Yasika serta bertanggungjawab kepada 

Yayasan. 

 

Pasal 86 

Seleksi Ketua 

1. Seleksi calon Ketua dilaksanakan oleh Senat Sekolah Tinggi berdasarkan 

penugasan dari Yayasan. 

2. Dalam proses seleksi dimaksud pada ayat (1) calon Ketua menyampaikan 

visi, misi, tujuan dan target pengembangan Sekolah Tinggi. 

3. Hasil seleksi calon Ketua oleh Senat Sekolah Tinggi diusulkan kepada 

Yayasan. 

4. Tata  cara  dan  pengaturan  lainnya  mengenai  seleksi  calon  Ketua 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan 

Yayasan. 
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Pasal 87 

Calon Ketua harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa; 

b. Berstatus sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi; 

c. Memiliki kualifikasi akademik lulusan program doktoral (S3) dari 

perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian; 

d. Sehat jasmani dan rohani; 

e. Tidak sedang memegang jabatan di luar Sekolah Tinggi; 

f. Berusia maksimal 59 tahun (bagi dosen yang bukan guru besar) atau 64 

tahun (bagi guru besar) pada saat dilantik menjadi Ketua. 

 

Pasal 88 

Jabatan Ketua berakhir apabila: 

a. Berakhir masa jabatannya; 

b. Meninggal dunia;  

c. Berhalangan tetap; 

d. Mengundurkan diri; 

e. Diberhentikan dalam masa jabatan; 

f. Diangkat dalam jabatan struktural di luar Sekolah Tinggi; 

g. Diberhentikan dari status dosen tetap Sekolah Tinggi. 

 

Pasal 89 

Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Ketua 

1. Ketua  mempunyai tugas  pokok  melaksanakan  otonomi pengelolaan  

Sekolah Tinggi sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi secara mandiri berdasarkan  visi,  misi,  dan rencana strategis 

Sekolah Tinggi dengan  bertumpu  pada upaya pendayagunaan sumber 

daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai 

tujuan Pendidikan Tinggi. 

2. Otonomi pengelolaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) meliputi bidang akademik dan non akademik. 

3. Otonomi pengelolaan Sekolah Tinggi bidang akademik meliputi 

penetapan norma, dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi. 

4. Otonomi pengelolaan Sekolah Tinggi bidang non akademik meliputi 

penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan bidang 

organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. 
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5. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

6. Mengelola seluruh kekayaan STKIP Yasika secara optimal. 

7. Membina tenaga pendidik/ dosen, tenaga kependidikan/ administrasi, 

mahasiswa, alumni, serta membina hubungan kerjasama dengan 

lingkungan STKIP, masyarakat dan lembaga terkait baik dalam maupun 

luar negeri; 

8. Menyusun Renstra yang memuat sasaran dan tujuan STKIP Yasika yang 

ingin dicapai dalam jangka waktu Sepuluh (10) tahun kedepan; 

9. Menyusun Rencana Operasional lima (5) tahun kedepan; 

10. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan STKIP Yasika; 

11.  Melaporkan secara berkala kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) 

tentang kemajuan STKIP Yasika. 

 

Pasal 90 

Ketua mempunyai fungsi sebagai: 

a. Penanggungjawab pengelolaan Sekolah Tinggi; 

b. Pemimpin penyelenggaraan kegiatan dalam Sekolah Tinggi; 

c. Pembina dalam pengembangan sumberdaya manusia Sekolah Tinggi; 

d. Pengelola konflik yang terjadi dalam Sekolah Tinggi; 

e. Penilai dan pengendali terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

SekolahTinggi; 

f. Wakil Sekolah Tinggi dalam melaksanakan hubungan dengan pihak 

eksternal. 

 

Pasal 91 

1. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Ketua mempunyai 

kewenangan dalam bidang akademik dan non akademik. 

2. Kewenangan  Ketua dalam  bidang  akademik  sebagaimana  dimaksud  

ayat  (1) adalah menetapkan norma dan kebijakan operasional serta 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

3. Kewenangan Ketua dalam bidang non akademik sebagaimana dimaksud 

ayat (1) adalah menetapkan norma dan kebijakan operasional serta 

organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan 

kerjasama. 

4. Ketentuan mengenai kewenangan lebih lanjut diatur dalam SOTK 

SekolahTinggi. 
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Pasal 92 

Wakil Ketua 

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Ketua STKIP Yasika; 

2. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yasika Majalengka atas usul 

Ketua dan setelah mendapat pertimbangan Senat STKIP Yasika; 

3. Masa jabatan wakil Ketua adalah Lima (5) tahun dan dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan 

berturut-turut; 

4. Wakil Ketua Terdiri Atas: 

a. Wakil Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut wakil Ketua 

1; 

b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan 

Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II; 

c. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang 

selanjutnya disebut Wakil Ketua III. 

5. Wakil Ketua 1 mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian pengabdian kepada 

masyarakat; 

6. Wakil ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, kepegawaian dan 

keuangan dan; 

7. Wakil Ketua III Mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelayanan 

kesejahteraan kepada mahasiswa, alumni dan jejaring kerjasama luar; 

8. Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, ketua menunjuk wakil ketua I 

sebagai pelaksana harian; 

9. Apabila Ketua berhalangan tetap Yasika Majalengka mengangkat Pejabat 

Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru. 

10. Apabila dipandang perlu Ketua dapat menambah atau mengurangi jumlah 

wakil Ketua dan pembidangannya dengan persetujuan Yayasan. 

 

Pasal 93 

1. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua 

setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. 

2. Masa Jabatan Wakil Ketua 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
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3. Persyaratan, dan tata cara perekrutan Wakil Ketua diatur dengan 

Peraturan Yayasan. 

 

Pasal 94 

Senat Sekolah Tinggi 

1. Senat STKIP merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di 

STKIP Yasika; 

2. Keanggotaan Senat Sekolah Tinggi terdiri dari Dua (2) orang Anggota 

Badan Pelaksana Harian (BPH), Ketua STKIP Yasika, unsur Wakil-Wakil 

Ketua, Kepala Staff, Satu (1) orang ketua-ketua program studi, satu (1) 

orang unsur dosen tetap dari masing-masing Program Studi; 

3. Anggota Senat STKIP Yasika diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 

Yayasan Sindang Kasih (Yasika) Majalengka sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku di Yasika; 

4. Pimpinan Senat Sekolah Tinggi terdiri atas seorang Ketua, seorang 

Sekretaris dan seorang Bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota 

Senat Sekolah Tinggi 

5. Ketua Sekolah Tinggi  tidak  bisa  dipilih  menjadi  Ketua, Sekretaris dan 

Bendahara  Senat Sekolah Tinggi 

6. Masa jabatan Ketua Senat STKIP Yasika adalah 5 (Lima) tahun; 

7. Ketua Senat dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua 

kali masa jabatan berturut-turut; 

8. Bila terjadi kekosongan keanggotaan Senat Sekolah Tinggi, maka paling 

lambat 2 (dua) bulan sejak kekosongan itu terjadi segera dilakukan 

penggantian antar waktu yang ditetapkan Yayasan atas usul Ketua Sekolah 

Tinggi. 

 

Pasal 95 

1. Senat STKIP Yasika mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a) Mengusulkan perubahan Statuta STKIP Yasika kepada Yayasan 

Sindang Kasih (Yasika); 

b) Merumuskan peraturan Sekolah Tinggi, kebijakan akademik dan non 

akademik, pengembangan STKIP Yasika yang ingin dicapai pada 

masa yang akan datang; 

c) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan 

kepribadian sivitas akademika; 
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d) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan; 

e) Merumuskan dan menegakkan norma, etika, dan tolak ukur dalam 

penyelenggaraan STKIP Yasika; 

f) Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan akademik 

dan non akademik yang telah dijalankan oleh Ketua STKIP Yasika; 

g) Memberikan pertimbangan dan persetujuan Rencana Induk 

Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana 

Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan dan 

Pendapatan serta Belanja STKIP Yasika yang diajukan oleh Ketua 

STKIP Yasika; 

h) Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi 

Wakil Ketua STKIP Yasika, Kepala Penjaminan Mutu Internal, dan 

Ketua P3M, serta badan badan lain yang diperlukan; 

i) Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi 

Lektor Kepala dan Guru Besar; 

j) Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan Guru Besar 

bagi seseorang yang memenuhi persyaratan. 

2. Senat STKIP Yasika dapat membentuk komisi-komisi Senat STKIP 

Yasika sesuai dengan kebutuhan 

3. Melaksanakan penugasan Yayasan dalam proses seleksi bakal calon 

Ketua, serta mengajukan calon Ketua kepada Yayasan. 

 

Pasal 96 

Pelaksana Akademik 

1. Program Studi adalah unsur pelaksana STKIP Yasika yang melaksanakan 

pendidikan sekolah dalam bidang Ilmu-ilmu pendidikan; 

2. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab 

langsung kepada ketua STKIP Yasika; 

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Prodi dibantu oleh 

Sekretaris Prodi; 

4. Ketua dan Sekretaris prodi diangkat untuk masa Jabatan 5 (Lima) tahun 

dan dapat diangkat kembali. 

 

Pasal 97 

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dipimpin oleh 

seorang kepala pusat sebagai unsur pelaksana yang dibantu oleh seorang 
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sekretaris, dan dua orang staf mencakup staf penelitian dan staf 

pengabdian kepada masyarakat yang diangkat untuk masa jabatan Lima 

(5) Tahun; 

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung 

jawab langsung kepada Ketua STKIP Yasika; 

3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai 

tugas: 

a. Dibidang Penelitian 

1) Melaksanakan penelitian ilmiah murni; 

2) Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan sosial dan politik untuk 

menunjang pembangunan; 

3) Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan 

institusi; 

4) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan konsepsi 

pembangunan nasional wilayah dan atau daerah melalui kerja sama, 

baik didalam maupun dengan luar negeri; 

5) Melaksanakan urusan tata, usaha, dibidang penelitian. 

b. Di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

1) Melaksanakan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

2) Meningkatkan relevansi program STKIP Yasika sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat; 

3) Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; 

4) Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan 

nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerja sama, antar 

perguruan tinggi dan atau, badan lainnya, baik di dalam maupun 

dengan yang di Luar negeri; 

5) Pelaksanaan urusan Tata, usaha dibidang pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Pasal 98 

1. Laboratorium adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi; 

2. Kepala unit laboratorium diangkat untuk masa jabatan Lima (5) tahun dan 

dapat dipilih kembali; 

3. Laboratorium STKIP Yasika, dipimpin oleh seorang kepala, yang 

membawahi satuan pelaksanaan unit laboratorium 
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4. Laboratorium STKIP Yasika menyelenggarakan kegiatan pemberian 

pengalaman, keterampilan, wawasan, pembinaan dan bimbingan dalam 

kerangka pelaksanaan Sekolah. 

 

Pasal 99 

Satuan Pengawasan Internal 

1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala yang 

bertanggung jawab pada Ketua. 

2. SPI membawahi: 

a. Bidang Audit Keuangan; 

b. Bidang Audit Aset dan Ketenagaan. 

3. Kepala  SPI  dan  kepala-kepala  bidang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  

Ketua Sekolah Tinggi setelah dikonsultasikan dengan Yayasan. 

4. Dalam melaksanakan tugasnya SPI dapat membentuk Tim Auditor yang 

ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi. 

5. Masa jabatan Kepala SPI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

6. Tata kelola SPI diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi. 

 

Pasal 100 

SPI memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang non-akademik 

untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi. 

 

Pasal 101 

1. SPI mempunyai kewenangan: 

a. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang non-akademik 

serta memberikan usul perbaikan secara berkelanjutan. 

b. Menyusun kebijakan operasional pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian di bidang non-akademik; 

c. Mengevaluasi hasil dan mengambil kesimpulan atas pengawasan dan 

pengendalian bidang non-akademik. 

d. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan kepada Ketua mengenai 

perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik atas dasar hasil 

pengawasan. 

e. Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan termasuk 

pengadaan perlengkapan dan pelaksanaan pembangunan  fisik  di 
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luar  yang  dilaksanakan Yayasan   dengan   berpedoman   pada   

Peraturan   Yayasan   dan   peraturan perundangan yang berlaku. 

f. Melaporkan hasil audit dimaksud pada huruf e kepada Ketua setiap 

semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan atau diminta oleh 

Ketua; 

g. Melaksanakan urusan tata usaha. 

2. Saran dan atau pertimbangan serta laporan hasil audit dimaksud ayat (2) 

huruf c dan e tembusannya disampaikan kepada Yayasan. 

 

Pasal 102 

Lembaga Penjaminan Mutu 

1. LPM dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab pada Ketua. 

2. LPM membawahi: 

a. Bidang Penjaminan Mutu Internal; 

b. Bidang Penjaminan Mutu Eksternal; 

c. Bidang Pengembangan Akademik. 

3. Kepala LPM dan Kepala-Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan 

oleh Ketua setelah dikonsultasikan kepada Yayasan. 

4. Masa jabatan Kepala LPM dan Kepala – Kepala Bidang adalah 5 (lima) 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya LPM dapat membentuk Tim Auditor 

Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan oleh Ketua. 

6. Dalam melaksanakan tugasnya LPM berkoordinasi dengan Gugus Kendali 

Mutu (GKM) pada tingkat Program Studi.  

7. Tata kelola LPM diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi. 

 

Pasal 103 

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki tugas dan fungsi membantu 

Ketua dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap 

program dan kegiatan Sekolah Tinggi dalam upaya mencapai target 

kinerja yang telah ditetapkan. 

2. LPM menjamin proses perbaikan secara terus menerus pelaksanaan dan 

capaian program dan kegiatan Sekolah Tinggi. 
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Pasal 104 

LPM memiliki kewenangan: 

a. Merumuskan kebijakan penjaminan mutu dalam rangka membangun 

budaya mutu; 

b. Mengembangkan  perangkat  dan  panduan  penjaminan  mutu  program  

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik 

pada satuan- satuan akademik; 

d. Melaksanakan proses audit mutu internal pada satuan akademik; 

e. Melaksanakan monitoring penjaminan mutu; 

f. Mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu; 

g. Melaporkan secara berkala hasil penjaminan mutu dan kajiannya kepada 

Ketua; 

h. Memberikan usulan kebijakan  normatif  dan  kebijakan  operasional  

yang  perlu ditetapkan oleh Ketua; 

i. Melaksanakan urusan tata usaha. 

 

Pasal 105 

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi 

1. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai bentuk 

tanggung jawab Sekolah Tinggi kepada masyarakat. 

2. Tujuan penyelenggaraan akreditasi dimaksud ayat (1) adalah: 

a. Mendorong peningkatan capaian mutu akademik dan non-akademik 

pada Program Studi dan Institusi; 

b. Mendorong  peningkatan  jumlah  dan  mutu  kontribusi  karya-karya  

penelitian kepada masyarakat; 

c. Mengukur tingkat kredibilitas dan reputasi penyelenggaraan Sekolah 

Tinggi secara independen; 

d. Meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. 

 

Pasal 106 

1. Sekolah Tinggi dapat mengikuti sertifikasi mutu pada lembaga-lembaga 

sertifikasi mutu internasional yang independen dan kredibel dalam 

rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

2. Sekolah Tinggi dapat mengikuti pemeringkatan perguruan tinggi baik 

secara nasional zaupun internasional yang diselenggarakan oleh lembaga 
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pemeringkat perguruan tinggi yang independen dan kredibel. 

3. Sekolah Tinggi menyatakan secara terbuka hasil akreditasi/ sertifikasi/ 

peringkat perguruan tingginya kepada masyarakat dan pemangku 

kepentingan. 

 

Pasal 107 

Penunjang Akademik 

1. Penunjang akademik terdiri atas: 

a. Unit Perpustakaan; 

b. Unit Komputer 

c. Unit Microteaching. 

2. Unit  sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  dipimpin  oleh seorang Kepala  

yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Ketua setelah  dikonsultasikan 

kepada Yayasan dan bertanggung jawab pada Ketua. 

3. Masa jabatan Kepala Unit adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. 

4. Tata kelola Unit diatur dalam peraturan Ketua Sekolah Tinggi. 

 

Pasal 108 

1. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STKIP 

Yasika; 

2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara 

pustakawan senior di lingkungan perpustakaan untuk masa jabatan lima 

(5) tahun dan dapat dipilih kembali; 

3. Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan literasi untuk 

kebutuhan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi 

sivitas akademika STKIP Yasika; 

4. Untuk menyelenggarakan tugas sesuai poin (3), perpustakaan mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. Menyediakan dan memilah bahan perpustakaan; 

b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 

c. Memelihara bahan pustaka; 

d. Melakukan layanan referensi dan literasi; 

e. Melaksanakan urusan tata usaha perpustakaan. 
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Pasal 109 

1. Pusat komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STKIP 

Yasika; 

2. Pusat komputer dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara 

tenaga akademik/ tenaga teknis komputer untuk masa jabatan Lima (5) 

tahun, dan dapat dipilih kembali; 

3. Pusat komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan, menyimpan data informasi serta memberikan layanan untuk 

program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

4. Untuk menyelenggarakan tugas sesuai poin (3) tersebut, maka pusat 

komputer mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data mengolah data dan informasi; 

b. Menyajikan dan menyimpan data informasi; 

c. Melakukan urusan tata usaha Pusat Komputer. 

 

Pasal 110 

Unit memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menunjang tercapainya 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara optimal. 

 

Pasal 111 

Pelaksana Administrasi 

1. Pelaksana administrasi adalah unsur yang melaksanakan kelihatan 

administrasi pada Sekolah Tinggi, terdiri dan Bagian administrasi Sekolah 

Tinggi, bagian administrasi Umum, Bagian Administrasi Keuangan dan 

bagian Administrasi Kemahasiswaan; 

2. Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh dan bertanggung jawab 

kepada ketua STKIP Yasika. 

 

Pasal 112 

1. Bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas 

memberikan layanan administrasi pada bidang akademik dan 

kemahasiswaan di lingkungan STKIP Yasika. 

2. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memberikan layanan administrasi umum di bidang persuratan (keluar 
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dan/atau masuk), dan menyiapkan naskah surat-surat keputusan dan 

ketetapan Sekolah Tinggi dan atau pengadministrasian di bidang 

kepegawaian di lingkungan STKIP Yasika 

3. Bagian administrasi keuangan mempunyai tugas memberikan layanan 

administrasi di bidang keuangan di lingkungan STKIP Yasika 

4. Bagian administrasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memberikan 

layanan administrasi di bidang pemeliharaan, pengendalian dan 

pengadaan Sarpras di lingkungan STKIP Yasika 

5. Bidang administrasi Publik Relation (PR) mempunyai tugas memberikan 

layanan administrasi dan komunikasi baik untuk keperluan internal 

maupun eksternal STKIP Yasika, serta memastikan citra lembaga dimata 

masyarakat tidak buruk. 

 

BAB XII 

KERJA SAMA 

 

Pasal 113 

1. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

antara Sekolah Tinggi dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah, 

perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, atau pihak lain baik 

di dalam maupun di luar negeri. 

2. Kerjasama Sekolah Tinggi  bertujuan untuk  meningkatkan efektivitas,  

efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing 

lulusan. 

3. Kerjasama Sekolah Tinggi dilaksanakan dengan prinsip: 

a. Mengutamakan kepentingan nasional; 

b. Menghargai kesetaraan mutu; 

c. Saling menghormati; 

d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; 

e. Berkelanjutan; 

f. Mempertimbangkan keragaman kultur yang bersifat lintas daerah, 

nasional, dan/atau internasional. 
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Pasal 114 

Kerja Sama Bidang Akademik 

Sekolah Tinggi dapat melakukan kerjasama bidang akademik dengan 

pemerintah dan atau pemerintah daerah, perguruan tinggi lain, dunia usaha, 

dunia industri, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

Pasal 115 

Kerjasama Sekolah Tinggi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

dapat berbentuk: 

a. Pengembangan sumber daya manusia; 

b. Penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat; 

c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; 

d. Penyelenggaraan seminar bersama; 

e. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu atau dosen luar biasa yang 

berasal dari dunia usaha dan dunia industri; 

f. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; 

g. Bentuk lain yang dianggap perlu. 

 

Pasal 116 

Kerjasama akademik antara Sekolah Tinggi dengan perguruan tinggi lain 

dapat berbentuk: 

a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Penjaminan mutu internal; 

c. Program kembaran; 

d. Gelar bersama; 

e. Gelar ganda; 

f. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; 

g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang 

membutuhkan pembinaan; 

h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; 

i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; 

j. Pengembangan pusat kajian budaya Indonesia dan budaya daerah; 

k. Pemagangan; 

l. Penerbitan jurnal berkala ilmiah; 

m. Penyelenggaraan seminar bersama; 

n. Bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu. 
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Pasal 117 

Kerjasama bidang akademik antara Sekolah Tinggi dengan dunia usaha dan 

dunia industri dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: 

a. Pengembangan sumber daya manusia; 

b. Penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat; 

c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; 

d. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah; 

e. Penyelenggaraan seminar bersama; 

f. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu atau dosen luar biasa yang 

berasal dari dunia usaha dan dunia industri; 

g. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; 

h. Bentuk lain yang dianggap perlu. 

 

Pasal 118 

Kerjasama Bidang Non-Akademik 

Sekolah Tinggi dapat melakukan kerjasama bidang non-akademik dengan 

pemerintah dan atau pemerintah daerah, perguruan tinggi lain, dunia usaha 

dan dunia industri, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

Pasal 119 

Kerjasama bidang non akademik antara Sekolah Tinggi dengan Pemerintah 

dan atau Pemerintah daerah dapat dilakukan melalui: 

a. Pengembangan sumber daya manusia; 

b. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; 

c. Pendayagunaan aset; 

d. Penggalangan dana; 

e. Penggunaan hak kekayaan intelektual 

 

Pasal 120 

Kerjasama bidang non-akademik antara Sekolah Tinggi dengan perguruan 

tinggi lain dapat dilakukan melalui: 

a. Pendayagunaan aset; 

b. Penggalangan dana; 

c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; 

d. Bentuk lain yang dianggap perlu. 
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Pasal 121 

Kerjasama bidang non-akademik antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha 

dan dunia industri dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: 

a. Pendayagunaan aset; 

b. Penggalangan dana; 

c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; 

d. Pengurangan tarif; 

e. Koordinator kegiatan; 

f. Pemberdayaan masyarakat; 

g. Bentuk lain yang dianggap perlu. 

 

 

Pasal 122 

Ketentuan Kerjasama 

1. Kerjasama bidang akademik dan bidang non-akademik dapat mencakup 

beberapa bentuk kerjasama yang dimuat dalam satu atau lebih perjanjian 

kerjasama. 

2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit harus 

memuat: 

a. Waktu penandatanganan kerjasama; 

b. Identitas para pihak yang membuat kerjasama; 

c. Ruang lingkup kerjasama; 

d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik; 

e. Jangka waktu kerjasama; 

f. Keadaan force majeur; 

g. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama; 

h. Sanksi atas pelanggaran kerjasama. 

3. Apabila kerjasama dilakukan dengan pihak asing maka perjanjian 

kerjasama dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

4. Kerjasama akademik dan non-akademik di dalam negeri maupun di 

luar negari dapat dilakukan oleh Program Studi sebagai tindak lanjut dari 

nota kesepakatan yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur oleh Ketua STKIP 

Yasika setelah mendapat persetujuan Yayasan Sindang Kasih (Yasika) 

Majalengka. 
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BAB XIII 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 

 

Bagian Pertama 

Bentuk Peraturan 

 

 

Pasal 123 

1. Pengelolaan Sekolah Tinggi didasarkan pada sistem peraturan yang 

disusun secara tertulis yang merupakan hukum positif yang berlaku pada 

Sekolah Tinggi; 

2. Bentuk peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi sebagai mana 

dimaksud dalam ayat (1), secara hierarkis meliputi: 

a. Peraturan Tinggi Yayasan;  

b. Keputusan Yayasan;  

c. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi; 

d. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi; 

e. Keputusan Ketua Program Studi. 

 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penetapan Peraturan 

 

Pasal 124 

1. Tata cara penetapan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud 

dengan Pasal 121 ayat (2) diatur dalam peraturan Yayasan. 

2. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi yang menjabarkan aturan lebih tinggi di 

bidang Akademik, penetapannya dilakukan oleh Ketua setelah  

mendapat  pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi. 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 125 

Ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua sivitas akademika STKIP 

Yasika. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam 
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peraturan tersendiri dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan isi 

statuta ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Majalengka, Maret 2019 
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